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Abstrak – Manajemen bencana menjadi salah satu prosedur penting yang dikembangkan pada wilayah yang sering 

mengalami kejadian bencana, salah satunya adalah di Indonesia. Berbagai jenis bencana yang terjadi seperti banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, tsunami, gunung api, dan bencana lainnya mengharusnya sistem manajemen kebencanaan yang 

dibangun harus memiliki kelengkapan data dan informasi. Salah satu jenis data dan informasi penting yang harus tersedia 

adalah data yang memiliki aspek lokasi, yaitu data dan informasi geospasial. Berbagai metode dilakukan untuk 

menyediakan data dan informasi geospasial dalam mewujudkan sistem manajemen bencana yang handal dan akurat. 

Beberapa metode tersebut adalah pengukuran GNSS, penginderaan jauh, fotogrametri, dan Sistem Informasi Geospasial 

(SIG). Metode-metode geospasial dilaksanakan di setiap tahap siklus bencana. Dengan memanfaatkan informasi 

geospasial maka dapat melengkapi sistem dan proses manajemen bencana dalam hal ketersediaan data yang akurat, 

efektif, dan terbarukan. Hal ini memudahkan proses diseminasi informasi kebencanaan, baik untk pelaporan, visualisasi 

kondisi, dan pengambilan kebijakan. 

 

Kata Kunci: geospasial, sig, data spasial, manajemen bencana, mitigasi 

 

Abstract – Disaster management is one of the important procedures developed in areas that frequently experience 

disasters, one of which is Indonesia. Various types of disasters occur such as floods, landslides, earthquakes, tsunamis, 

volcanoes, and other disasters. The disaster management system that is built must have complete data and information. 

One type of important data and information that must be available is data that has a locational aspect; namely geospatial 

data and information. Various methods are used to provide geospatial data and information in creating a reliable and 

accurate disaster management system. Some of these methods are GNSS measurements, remote sensing, photogrammetry, 

and Geospatial Information Systems (GIS). Geospatial methods are implemented at each stage of the disaster cycle. 

Utilizing geospatial information can complement disaster management systems and processes in terms of the availability 

of accurate, effective, and renewable data. This facilitates the dissemination process of disaster information, for 

reporting, visualizing conditions, and making policies.  
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PENDAHULUAN 

Bencana masih menjadi bidang yang terus dikaji di Indonesia hingga saat ini. Banyaknya bencana yang terjadi di 

Indonesia salah satunya dikarenakan kondisi geografis negara yang spesial serta tidak lepas dari dinamika bumi yang 

terus bergerak setiap detiknya. Beberapa contoh bencana yang terjadi antara lain banjir, gempa bumi, tanah longsor, hujan 

lebat, angin ribut, dan lain sebagainya. Tentunya kondisi ini sering memberikan dampak yang merugikan secara materiil 

bagi masyarakat. Sebenarnya, kerugian tersebut dapat diminimalisiasi jika masyarakat lebih memahami dan bersikap 

waspada terhadap kondisi alam yang ada di sekitarnya. Selain itu, manajemen kebencanaan juga menjadi salah satu 

kuncinya. 

 

Sosialisasi dan pemahaman tentang manajemen kebencanaan di beberapa lapisan masyarakat dapat membantu 

meningkatkan kewaspadaan dan pengambilan keputusan ketika bencana terjadi. Masalah utama yang sering muncul di 

benak masyarakat ketika bencana berlangsung adalah serangan panik. Manajemen bencana menjadi program untuk 

menelaah dan memahami pola dan siklus dari tiap tahapan bencana. Tahapan-tahapan bencana ini diidentifikasi dan 

diintegrasi menggunakan data/ informasi yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk bersiap siaga akan segala 

kemungkinan yang terjadi sebelum bencana itu datang. Selain itu, manajemen bencana juga berguna untuk mengetahui 

peran dan kebutuhan pada waktu bencana. Selanjutnya pemulihan pasca bencana dapat dilakukan.  
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 Gambar 1. Siklus manajemen bencana (dimodifikasi dari Coppola (2015)).  

 

Empat fase utama yang ada di dalam siklus manajemen bencana (Coppola, 2015), yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon, 

dan pemulihan. Mitigasi dapat didefinisikan sebagai tahap aktivitas untuk mengurangan dan meminimalkan konsekuensi 

kejadian bencana. Kesiapsiagaan adalah kegiatan mempersiapkan manusia untuk menghadapi bencana di wilayahnya, 

dengan memanfatakan metode serta peralatan tertentu sehingga dapat memperkecil kerugian. Respon dapat diartikan 

sebagai aksi yang dilakukan saat kejadian bencana yang memiliki tujuan untuk mencegah korban dan kerugian yang lebih 

besar.  Selanjutnya yang dimaksud dengan pemulihan adalah fase berbagai aktivitas serta metode dilaksanakan untuk 

mengembalikan kondisi setelah kejadian bencana. 

 

METODE 

 

Manajemen bencana yang baik tentunya menggunakan data dan informasi yang sesuai dan valid dalam kinerjanya, salah 

satunya adalah jenis data dan informasi geospasial. Data dan informasi geospasial merupakan data yang mengandung 

aspek lokasi atau posisi. Aspek ini menjadi penting karena apapun fenomena alam, termasuk bencana, terjadi di suatu 

tempat pada rentang waktu tertentu dengan cakupan tertentu juga di permukaan bumi. Aspek geospasial ini dapat 

bermanfaat untuk merepresentasikan situasi dan kondisi serta melakukan visualisasi yang diperlukan untuk penanganan 

benacana. Bentuk representasi dapat berupa visualisasi kondisi kebencanaan di masa lampau baik dalam format peta 

maupun sistem informasi terintegrasi. Selain itu, visualisasi juga dapat bersifat pemodelan atau prediksi berdasarkan 

rekaman data masa lampau dan masa kini untuk menggambarkan skenario kejadian bencana di masa depan. Tentunya, 

dalam penggunaannya data dan informasi geospasial harus memiliki nilai keakuratan dan keterbaharuan yang tinggi. 

 

Teknologi geospasial yang digunakan dalam konsep manajemen bencana dimulai dari tahapan pengumpulan data. 

Teknologi ini bukan hanya terkait di bidang pengukuran lapangan saja, tetapi juga terkait aspek pengolahan dan 

pengelolaan data atau yang kemudian dikenal dengan istilah geoinformatika dan manajemen data. Manajemen bencana 

yang memanfaatkan aspek geospasial merupakan integrasi dari metode dan teknologi yang berupa  Sistem Informasi 

Geospasial (SIG), teknologi geodesi/ geomatika, survei berbasis satelit, penginderaan jauh, fotogrametri, dan manajemen 

pertanahan atau ilmu kadaster (International Federation of Surveyors, 2006). 

 

 
Gambar 2. Metode akuisisi data geospasial untuk manajemen kebencanaan. (dimodifikasi dari International 

Federation of Surveyors, 2006) 

 



3 

 

Jurnal Ilmiah Geologi Pangea Vol. 9, No.1sp, Oktober 2022 ISSN 2356-024X 

Hasil akuisisi data dari berbagai metode dan teknologi geospasial kemudian disimpan dan dikelola dengan menggunakan 

sistem manajemen data. Sistem manajemen data geospasial disebut sebagai sistem manajemen basis data geospasial. 

Sistem ini memungkinkan untuk melakukan penyimpanan, penambahan, perbaikan, penghapusan, dan pengintegrasian 

data geospasial dari berbagai sumber atau wali data. Integrasi data geospasial dari wali-wali data ini menggunakan konsep 

geoportal yang terkoneksi dan dapat diakses secara luas oleh berbagai pihak. Hal ini juga sebagai salah satu realisasi 

dari ”Kebijakan Satu Peta” dan ”Satu Data” yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.  

 

Saat data spasial digunakan untuk kebutuhan tertentu termasuk dalam manajemen bencana, analisis spasial dilakukan. 

Analisis data kebencanaan menjadi salah satu tahapan yang penting guna memnghasilkan informasi terkait pola bencana 

yang terjadi di suatu tempat. Hasil pola bencana tersebut kemudian dapat membantu dalam memodelkan dan prediksi hal 

yang mungkin terjadi dengan berbagai skenario sekaligus sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di saat genting. 

Metode dan prosedur yang benar dalam proses analisis memberikan hasil yang akurat sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas elemen-elemen yang ada dan mungkin terkena dampak bencana. Selain ini hasil tersebut juga 

digunakan untuk  mengurangi tingkat kerentanan. Tujuan utama dari keseluruhan metode dalam manajemen bencana ini 

adalah untuk meminimalkan kerugian yang didapat saat kejadian bencana.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam konsep manajemen bencana dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, di antaranya 

analisis dan penilaian resiko bencana, pengembangan pengetahuan kebencanaan, pengurangan resiko bencana, peringatan dini, 

manajemen kedaruratan, serta pemulihan dan rekonstruksi. Beberapa sistem informasi dikembangkan untuk mewujudkan penggunaan 

tersebut. Pemanfaatan sistem informasi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan fase bencana, yaitu sistem informasi pra 

bencana, saat bencana, dan pasca bencana.  

 

Sistem Informasi Pra Bencana 

 

(1)     Pencegahan dan Mitigasi 

 

Pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko kejadian bencana. 

Hal ini dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama dengan mengurangi ancaman kejadian bencana dan yang kedua  

mengurangi tingkat kerentanan pihak yang berpotensi terdampak bencana. Proses pengurangan resiko dilakukan melalui 

beberapa kegiatan seperti pengenalan serta pemantauan resiko bencana, pembuatan rencana secara partisipatif, proses 

penanggulangan bencana. Selain itu tahap ini juga bisa diwujudkan dalam kegiatan pengembangan budaya sadar bencana, 

peningkatan kesepahaman dan komitmen kepada para aktor penanggulangan bencana dan pelaksanaan upaya fisik 

maupun nonfisik serta pengaturan proses penanggulangan bencana. Untuk mewujudkan keberhasilan tahap ini, data dan 

informasi geospasial berupa perencanaan tata kota dan wilayah menjadi hal yang penting untuk disiapkan.  

 

Mitigasi merupakan rangkaian upaya guna mengurangi resiko kejadian bencana yang dilakukan melalui pembangunan 

secara fisik, penyadaran, serta peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman kebencanaan. Perbedaan utama 

tahap mitigasi dari tahap pencegahan adalah bahwa mitigasi lebih ke arah peningkatan kapasitas elemen-elemen yang 

sudah pasti berada di cakupan daerah rawan bencana. Usaha yang dilakukan dapat berupa upaya kontruksi maupun non-

konstruksi. Salah satu contohnya adalah pembangunan tanggul sebagai upaya kontruksi. Contoh upaya yang termasuk 

jenis non-konstruksi adalah pembuatan sistem peringatan dini, sosialisasi serta melakukan penyuluhan dan pelatihan 

kebencanaan. 

 

(2)     Kesiapsiagaan 

 

Kesiapsiagaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengantisipasi kejadian bencana melalui proses organisasi 

serta Langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Tahap ini diwujudkan dengan 

kegiatan peningkatan potensi, kemampuan, kapasitas, serta kepemilikan aset dari masyarakat maupun komunitas sekitar 

untuk meminimalisasi dampak yang terjadi (Sudibyakto dkk, 2015). Beberapa kegiatannya dapat berupa penyusunan 

rencana penanggulangan kondisi darurat, simulasi sistem peringatan dini, kegiatan penyediaan barang atau kebutuhan 
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saat kejadian, penentuan lokasi evakuasi, penyuluhan dan penyediaan data/ informasi yang akurat serta pembaharuan 

prosedur tetap terkait tanggap darurat bencana.  

 

Aspek geospasial turut berperan dalam tahap kesiapsiagaan ini, seperti melakukan pemetaan kondisi, pemodelan, dan 

pemantauan/ monitoring. Pada bencana abrasi pengamatan perubahan garis pantai dapat dilakukan. Pada bencana tanah 

longsor, deteksi potensi kejadian dapat dilakukan dengan teknologi InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) 

yang diintegrasikan dengan hasil pengukuran lapangan kemudian dilakukan proses pemodelan. SIG, yang merupakan 

salah satu bidang geospasial, juga seringkali digunakan untuk mengestimasi resiko erosi lahan pertanian, pengolahan atau 

analisis spasial di berbagai jenis bencana, serta pembuatan skenario kejadian bencana. Pemodelan yang dimaksud dapat 

digunakan untuk visualisasi kondisi di masa kini maupun kondisi di masa mendatang dengan tambahan data lainnya 

(Michaelides, 2016) 

 

(3)     Penilaian Resiko 

 

Resiko dari suatu kejadian bencana perlu dinilai untuk mengetahui potensi negatif dari dampak yang ditimbulkan. 

Dampak tersebut dapat muncul sebagai akibat dari kejadian bencana dalam cakupan area tertentu di waktu tertentu. 

Potensi negatif dihitung dengan mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas elemen-elemen yang masuk dalam 

wilayah bencana. Sebuah formula (1) digunakan untuk menghitung besarnya nilai resiko. Dalam formula tersebut R 

adalah nilai resiko yang diperoleh dari memperhitungkan H sebagai kejadian bencana, V sebagai simbol tingkat 

kerentanan elemen, dan C sebagai kemampuan atau kapasitas elemen untuk bertahan. 

 

R = H*(V/C) ………………………………………………………………………………. (1) 

 

Beberapa analisis lanjutan dilakukan secara berbeda bagi tiap jenis kejadian bencana. Beberapa contoh analisis penilai 

resiko kejadian bencana telah dilakukan untuk beberapa jenis bencana di Indonesia (Amri dkk, 2016). Analisis tersebut 

dilakukan pada kejadian bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tnaah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, 

dan lain sebagainya. Metode penilaian yang digunakan berbeda-beda tergatung dari jenis bencana yang terjadi. Contoh 

pertama analisis tersebut adalah pada jenis kejadian bencana gempa bumi, metode JICA 2015 menjadi acuan penilaian 

resiko. Analisis dilakukan dengan mengakumulasi intensitas guncangan yang diperoleh dari kalkulasi data amplifikasi 

tanah dan intensitas guncangan batuan dasar lokasi kejadian. Contoh kedua adalah pada kejadian bencana gunung api, 

analisis resiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PVMBG tahun 2011. Proses perhitungan dilakukan dengan 

penentuan zona KRB (Kawasan Rawan Bencana) yang diberi bobot. Pemberian bobot ditentukan dengan dasar tingkat 

kerawanan lokasi terhadap bencana gunung api.  

 

Sistem Informasi Dalam Kondisi Darurat Serta Pemulihan Saat Kejadian 

 

(1)     Incident Commander System (ICS) 

Situasi kebencanaan merupakan kondisi darurat dimana komunikasi merupakan hal krusial dan utama untuk bisa segera 

mengetahui kondisi dan perkembangan dari wilayah kejadian. Tepat saat berada di situasi darurat maka data/informasi 

diperoleh secara massive dan dalam kurun waktu yang singkat. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasi kondisi harus dapat mendapatkan dan memahami data yang valid dan akurat. Apabila terjadi kegagalan 

dalam komunikasi ini maka menjadi sebuah polemik yang bisa berdampak lebih luas lagi. Analisis respon kebencanaan 

dan pengambilan keputusan perlu didukung secara penuh dengan ketersediaan data. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa manajemen kebencanaan memiliki sifat kompleksitas yang tinggi yang mendorong pentingnya kebutuhan 

pendidikan dan/ pelatihan respon bencana.  

 

Sistem komando menjadi hal penting yang perlu dibangun sebelum bencana terjadi. Hal ini memiliki tujuan agar ketika 

terjadi kondisi darurat prosedur penanganan kebencanaan langsung dapat berjalan secara sistematis dan benar. Koordinasi 

yang baik menjadi faktor utama agar kondisi tersebut dapat ditangani dengan baik pula. BNPB merupakan salah satu 

stakeholder yang berperan penting dalam hal ini. Tugas utamanya adalah sebagai koordinator sebelum bencana terjadi 

dan pusat komando penanggulangan ketika kejadian bencana.  
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(2)     Rapid Assessments 

Ketika bencana terjadi, hal utama yang perlu tersedia adalah data/informasi lokasi kejadian. Selanjutnya aspek aktual 

menjadi faktor pendukung lainnya, yaitu terkait keterbaharuan data/informasi yang disampaikan. Hal ini utamanya terkait 

tentang cakupan bencana, situasi dan kondisi terkini, jumlah korban terdampak, kerusakan, kebutuhan, serta komponen 

lainnya.  Data/informasi tersebut bisa berwujud peta, infografis, atau dokumen pelaporan. Oleh karena itu, penilaian 

secara cepat dan tepat atau yang kemudian disebut dengan istilah rapid assessment menjadi kegiatan penting yang 

dibutuhkan saat kejadian bencana.  

 

Konsep rapid assessment memiliki tujuan utama untuk menyediakan data/informasi aktual dari kondisi di wilayah 

cakupan bencana dalam berbagai format dan bentuk kepada pihak-pihak terkait dalam waktu yang relatif cepat. Tujuan 

tersebut dapat terwujud dengan adanya teknologi informasi yang handal dan tepat guna dalam melakukan akuisisi 

data/informasi dari lokasi kejadian. Dalam hal maminimalkan waktu pemrosesan dan pengolahan data lapangan, maka 

ditentukan standar format data/informasi.  

 

Tentunya data/informasi yang dimaksud tidak dapat lepas dari aspek lokasi, sehingga faktor geospasial dapat dilibatkan 

di tahap ini. Peran ilmu geospasial berupa aktivitas untuk melakukan efisiensi dan kombinasi data/informasi spasial dan 

non-spasial secara cepat dan akurat. Kemudian dilakukan proses integrasi dari berbagai format data/informasi dan 

teknologi. Untuk skala wilayah yang luas, pemanfaatan citra satelit menjadi pilihan utama untuk visualisasi kondisi terkini 

di lokasi kejadian bencana. Pada skala wilayah yang sempit, pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

seta pemetaan berbasis mobile dapat menjadi pilihan cukup efektif. Untuk tujuan pemrosesan data maka teknologi SIG, 

penginderaan jauh, serta infrastruktur data spasial menjadi pilihan tepat (Ajmar dkk, 2015). 

 

(3)     Krisis Operasionalisasi untuk Respon Kebencanaan                                                                                     

Respon dapat didefinisikan sebagai upaya intervensi dan/ penyediaan bantuan selama atau sesaat setelah kejadian bencana 

dengan tujuan menjaga kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi pihak yang terdampak bencana 

(OCHA, 2013). Pihak utama yang berperan dalam melakukan respon pertama kali setelah bencana terjadi adalah 

masyarakat di lokasi bencana itu sendiri. Ketika bencana terjadi, gambaran situasi saat itu adalah penuh dengan kepanikan 

dan rawan salah koordinasi antar pihak terkait. Seringkali pihak yang berwenang menjadi koordinator pengkondisian dan 

bantuan tidak dapat langsung berfungsi. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan informasi dan bantuan 

kebutuhan serta logistik yang datang terlambat. Masyarakat di wilayah bencana perlu segera mengamankan diri dari 

bencana kemudian dapat mengusahakan untuk bertahan hidup dengan kondisi yang ada hingga bencana mereda, bahkan 

hingga kembali ke situasi semula. Oleh karena itu, kebutuhan vital masyarakat perlu dipenuhi untuk dapat bertahan, 

terutama terkait kebutuhan makan dan tempat aman.   

 

Salah satu solusi yang dilakukan adalah metode operasionalisasi terpusat. Metode ini dilaksanakan dengan membentuk 

struktur organisasi komando darurat untuk suatu kejadian bencana. Koordinasi dan proses komunikasi yang baik menjadi 

hal penting pada metode ini. Hal tersebut menjadi aktivitas utama untuk dapat mengetahui kondisi korban serta kebutuhan 

di tiap posko bencana. Selain itu, dengan menerapkan operasional terpusat dapat mengalokasikan relawan secara merata 

di lokasi-lokasi tujuan, baik di lokasi kejadian maupun di lokasi pengungsian. Hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah 

proses pelaporan yang baik, sehingga pihak yang melaporkan maupun yang menerima laporan dapat mudah memahami 

sehingga dapat bertindak secara lebih cepat dan efisien. Metode ini telah diterapkan juga pada kejadian gempa bumi di 

Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta (Hidayati, 2012). Hasilnya membuktikan bahwa metode tersebut mampu 

membantu memenuhi kebutuhan korban bencana yang berada di posko secara merata, terutama terkait makanan, tempat 

berteduh dan fasilitas Kesehatan.  

 

(4)     Aplikasi Berbasis Mobile 

Desiminasi data/informasi kebencanaan perlu dilakukan secara cepat dan efisian serta real-time. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut pembuatan aplikasi berbasis mobile menjadi pilihan yang tepat. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak 

yang terlibat dalam kejadian bencana membutuhkan platform komunikasi yang sederhana dan mudah dibawa di semua 

kondisi. Selain itu, saat ini juga diketahui bahwa kepemilikian dan penggunaan aplikasi telepon genggam sudah menjadi 

hal yang lumrah bagi masyarakat. Adanya aplikasi yang mudah dipahami masyarakat dari berbagai kalangan di peralatan 

yang hamper dimiliki semua masyarakat tentunya dapat memudahkan para pihak untuk berkontribusi dan berkomunikasi 

dalam menyampaikan data/informasi maupun laporan kebencanaan.  
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Namun, masih terdapat faktor utama yang seringkali menjadi kendala pemanfaatan aplikasi mobile ini, yaitu kekuatan 

jaringan komunikasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan ketika bencana terjadi 

di wilayah yang memiliki kelemahan jaringan komunikasi, termasuk jaringan internet. Oleh karena itu, seyogyanya 

aplikasi yang dikembangkan dapat mengakomodasi kemungkinan tersebut. Salah satu cara adalah dengan 

mengambangkan aplikasi mobile yang menyimpan back-up data secara offline dan mampu mengirimkan informasi baik 

ketika tersedia maupun tidak tersedia jaringan (Khan dkk, 2015).  

 

Aspek geospasial yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini adalah SIG dalam konsep geolokasi. Geolokasi dilakukan 

untuk mendefinisikan aspek lokasi dari korban terdampak, distribusi bantuan, ketersediaan layanan darurat, serta pusat 

evakuasi sementara maupun permanen, dan pusat kontrol (Kawamura dkk, 2013). Geolokasi diterapkan dalam 

pengembangan aplikasi mobile yang sistem komunikasinya terdiri atas pusat kontrol berupa server, jaringan internet, serta 

perangkat berbasis mobile yang berada langsung di lokasi bencana.  

 

 
Gambar 5. Arsitektur sistem komunikasi perangkat mobile kebencanaan (dimodifikasi dari Kawamura dkk, 2013). 

 

Sistem Informasi Untuk Aktivitas Pasca Bencana 

 

(1) Rehabilitasi 

Bersesuaian  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007,  kegiatan rehabilitasi merupakan perbaikan dan/ 

pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada suatu wilayah pasca bencana. Tujuan 

utamanya adalah guna melakukan normalisasi atau pengembalian aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat ke 

kondisi semua setelah kejadian bencana. 

  

(2) Rekonstruksi Batas pada Pasca Bencana 

Kejadian bencana skala besar, misalnya tsunami dan bencana gempa bumi, bisa berdampak pada perubahan lahan 

sekaligus batas-batas bidang tanahnya. Padahal, batas merupakan komponen penting dan sensitif yang rawan 

menyebabkan konflik apabila terdapat perselisihan. Setelah kejadian bencana terjadi, batas-batas yang hilang maupun 

bidang-bidang tanah yang berubag tersebut perlu dilakukan proses rekonstruksi. Tentu saja, dalam prosesnya tahapan ini 

tidak dapat lepas dari aspek keruangan atau geospasial, yang utamanya terkait dengan survei kadaster dan manajemen 

pertanahan. Rekontruksi sesuai dapat diselenggarakan dengan pengukuran GNSS (Global Navigation Satellite System). 

Pedoman yang digunakan dalam pengukuran berupa sertifikat tanah yang dipegang/ dimiliki tiap pemilik atau yang 

disimpan di kantor pertanahan setempat. Beberapa kendala dapat terjadi seperti hilangnya sertifikat tanah fisik yang 

disimpan oleh pemilik bidang atau kantor pertanahan setempat. Hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan administrasi 

dan manajemen pertanahan secara digital.  

 

(3) Rekonstruksi 

Proses rekonstruksi dapat didefinisikan sebagai proses pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan di 

wilayah tertentu setelah bencana terjadi, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat (Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007). Tahapan ini juga dapat berlangsung dalam waktu yang panjang. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh 

dalam proses rekonstruksi dari kondisi bencana hingga kembali ke situasi awal atau normal (Amin S dan Goldstein M, 
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2008) antara lain: (a.)   Cultural Gap yang hadir di antara pimpinan kebencanaan dan ahli-ahli terkait. Hal ini berkaitan 

persepsi dan pendekatan terhadap kejadian. Gap yang ada bisa berupa perselisihan pendapat. (b.)   Kebijakan yang tidak  

terarah yang terjadi di  level  multi-nasional  atau  bilateral. Sebagai contoh dari faktor ini adalah instansi donor yang 

lebih mengutamakan faktor pendukung kehidupan para korban, di lain sisi pihak perencanaan mengutamakan 

pengembangan serta rekonstruksi yang berjangka panjang. (c.)   Standar minimum. 

 

 

PENUTUP 

 

Proses manajemen kebencanaan tidak dapat lepas dari peran serta data dan informasi geospasial, yang kemudian dalam sebuah metode 

pemrosesannya disebut Sistem Informasi Geospasial (SIG). Hal ini disebabkan karena aspek lokasi atau posisi menjadi komponen 

utama dalam tiap tahapan atau fase kebencanaan itu sendiri. Metode-metode akuisisi data geospasial dapat diaplikasikan guna 

memperoleh dan melengkapi data/ informasi kebencanaan secara lebih detil, akurat, dan terbarukan. Pada pelaksanaannya, SIG dapat 

digunakan di semua fase kebencanaan, yaitu melalui proses pengolahan data, visualisasi data/ informasi, pemodelan, analisis 

geospasial, melakukan prediksi dan skenario resiko, monitoring, hingga penyebarluasan informasi.  

 

Oleh karena itu, data/ informasi geospasial tidak dapat diabaikan. Berdasarkan beberapa kejadian bencana, data/informasi geospasial 

menjadi salah satu aspek utama yang diperlukan untuk penanganan kejadian bencana tersebut. Geospasial dimanfaatkan baik pada 

tahap sebelum, pada saat, maupun setelah kejadian bencana. Kelengkapan dan tingkat kejelasan data/informasi geospasial tentunya 

dapat memudahkan para pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berperan langsung dalam kebencanaan untuk dapat menangani, 

dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Di lain sisi, tingkat akurasi data/informasi geispasial juga dapat membantu mempermudah 

dalam mengambil keputusan dalam kondisi darurat.  
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